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PFENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BERSARANAKAN BANGUN GUNA SERAH
FX. Sumarja*®

Abstract: Generally the Infrastructural development needs space and fand. In Its process, the robe of 2 private seclor may nat be
weglecied as this frequently does not tzke care of the peaple's rights on land. The society, as a subject of the development. should
~ave gol @ prospeoris liing condition. Yet, they were marginalized and regarded as an object of the development. KonsepThe
concepl of nfrastuctural development which does not grab people's right oa land, takes care of the fving resaurces. and
nzntains the sustainable living stasion, would be one of the solutlons

Key words: knd acgulsition, infrasiructural development.

Intisark Pernbangunan infrastruktur padz umuimaya memerukan ruang dan tanah. Pads perkembanganaya pembangunan infrastruktur
tidak bisa lepas darl peran swasta. Pembangunan demiklan scringkall mengabatan hak-hak rakyat alas tanah, Rakyat schagal
pemegang hak atas tansh yang seharusnys sebagai silbjel pembangiiran dan bla menjadi lebils reninghat tarap kesejahteraanny
sstris sebalikya rakyal menfadi obick pembangunan dan lerpinggirkan. Pada konteks perbangLinan demikean, rakyal seringkall
usiru kehilangan hak atas varah dan sumber penghidupaniya. Komscp pernbangunan birastrusiur tanpa mengambil hak atas tanaf,
sumber kehidupan, dan keberlangsungan hidup rakyat menjsdi sebuan salusi di lengah-tengah prakiik pengadaan Lanah yaeg,

memunculkan berhagal bentuk resistens| atau penolakan.
Eata Kunct: Pengadzan tanah, pembangunan infrastruiiur

4. Pengantar

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
wepentingan umum khususnya infrastruktur
—erupakan tuntutan yang tidak dapat dielaldean.
Yemajuan suatt masyarakat memerlukan
lukungan ketersediaan ranah untuk pem-
~angunan kepentingan wmum. Meskipun demi-
can, disadari sepenuhnya bahwa saat ini keber-
sedizan tanah tanah negara 'bebas’ yang sama
sekeali tidak dihaki atau diduduli ralyar atau pihak
~hak yang berkepentingan sudah sangat terbatas,
“al ini yang kemudian memunculkan konselo-
«75i adanya tindakan pengadaan tanah bisa
~erupa perolehan, pengambilalihan, dan penye-
-zhan tanah secara sukarela.

"‘?‘tn:_za.inr Fak. Hulkum Ul.‘l.i.l.i!.. Mahasiswa 53 Thmu
= g UINDHP, fearnj unila @gmail.com

Praktik pengadaan tanah terus mengalami
perkembangan. Pengadaan tanzh yang masih
menyisakan banyak persoalan menjadi satu
pekerjaan rumah untuk bisa kembali memikirkan
secara lebih jernih dan mengevaluasi secara
mendalam titik titik kelemahan yang perlu
diperhaiki agar mampu memberikan rasa keadilan
dan demolratis bagi rakyat maupun pemerintah
vang membutuhkan tanah untuk pembangunan
sehingga menghasilkan solusi berimbang, me-
minimalisir potensi konflik dan kerawanan dalam
pengadaan tanah.

Pada sepuluh tahun terakhir disadari jumlah
rumnah tangga petani mengalami penurunan yang
cukup tajam dan berbanding rerbalik dengan
jumlah pertanian kporporasi. Berdasarkan Lapo-
ran Bulanan BPS mengenai data sosial ekonomi
bulan September 2013, jumlah rumah tangga
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petani pada tahun 2013 sejumlah 26,13 juta,
semeniara data tahun zoo3 sejumlah 31,17 juta
rumah tangga petani. Selama 1o tahun menga-
lami penurunan 5,04 juta. Rata-rata tlap tahun
jumlah rumah tangga petani berkurang 1,75%.
Irenisnya dalam rentang waktu yang sama jumlah
perusahaan pertanian berbadan hukum mening-
kat dari 4.0n menjadi 5.486 buah.

Sebagai gambaran khusus di Kabupaten
Semarang dalam satu dasawarsa terakhir, lebih
dari 36.000 petani beralih profesi, karena ke-
hilangan tanahnya. Jumlah petani pada tahun
2003 mencapai 167.354 rumah tangga. Namun,
paca tahun 2013 menjadi 130,385 rumah tangga,
Mayoritas penurunan jumlah rumah tangga
petani berada di wilayah Kecamatan Ambarawa
dan Tuntang*

Pada masa sekarang ini adalah sangar sukar
melakukan pembangunan untuk kepetingan
umum di atas tanah negara, Jalan keluar yang
ditempuh untuk mendapatkan tanah guna
melakukan pembangunan adalah dengan
mengambil tanah-tanah hak rakyat. Kegiatan
"mengambil” tanah (oleh pemerintah dalam
rangka pelaksanaan pembangunan untuk
kepenringan umum) inilah vang kemudian
disebut dengan pengadaan tanah.

Pasal 18 UUPA memberikan landasan hukum
bagi pengambilan tanah hak dengan menen-
tukan: Untuk kepentingan umum, termasuk
kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan
bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang
layak menurut cara yang diatur dengan Undang-

'BPE, 201, Lapovan Bulanan, Data Soeio! Fhanomi. edisi
ke-ao Zeptember, hlm. oo

‘Keterangan Kepala BPS Kabupaten Semareng,
Rechwran, di Ungacan, Jumat {26 o9/ 2014} sieng, hetp)
vegional.kompas.com/read/z0:4/09/ 28/ 17083511/
2eloma.ta. Tahun.38. 000, Petani.di.
Semarang. Beralih. Profest, diakses 27 Sept 2014 Pubtul 1350
Wib,

Undang.UU No. 2o Tahun 1961 tentang Penca-
butan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda
Yang Ada Di Atasnya, yang selanjutnya disebut
UU Pencabutan Tanah mengatur, mengatur
bahwa: Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah
dilaksanakan dengan cara a) pelepasan dan
penyerahan tanah, atau b) pencabutan atas tanah.
Pelepasan hak menurut UU No. 2 Tahun z0m
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, yang selanjuinya
disebut UU Pengadaan Tanah dan PP No.
Tahun 2012 adalah kegiatan pemutusan hu-
bungan bukum dari pihak yang berhalc kepada
lembaga negara melalui Lembaga Pertanahan
atau Badan Pertanahan Nasicnal (BPN).

Pengadaan tanah dengan pelepasan hak
adalah pandangan dari sisi pemilils tanah, sedang-
kan jika dilihat dari sisi pemerintah disabut pem-
bebasan hak. Pembebasan hak adalah pelepasar
hubungan hukum antara subjek dengan tanah
berikut benda-benda yang diatasnya, yang dilak-
sanakan atas dasar musyawarah yang disertai
dengan pemberian ganti kerugian yang layak
[stilah pembehasan hak atas tanah menurue
ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden
No36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bag
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum jo. Peraturan Peresiden No. 65 Tahun 2006
disebut dengan istilah pengadaan tanah.

Selain pelepasan hak dan pembebasan hak
pencabutan hak atas tanah di dalam Hukum
Tanah Nasional merupakan salah satu cara pero-
lehan tanah. Perolehan tanah adalah pelepasan
hubungan hukem antara subjek dengan tanab
berikut dengan benda-benda lain yang ada
atasnya, yang dilakukan dengan terpaksa mans-
kala subjek pemegang hak tidak bersedia mele-
paskan tanahnya disertai dengan pemberian
kerugian. Berarti disini pencaboas
sama dengan pembebasan hake Pencabusan r=s
atas tanah merupakan sarana untuk mengamba:

e
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tanah setara paksa, pihak yang punya tanah
berhadapan bukan dengan sesama pihak yang
kedudukan hukumnya sederajat, melainkan
herhadapan dengan penguasa. Pada pencabutan
hak yang penting adalzh tujuan pengambilan
wanah tersebut, yaitu semata-mata untulk kepen-
tngan umum, di mana lokasi proyek fidak dapat
dipindahkan ketempat lain, dan yang tetap
digertal dengan pemberian ganu kerugian yang
‘avak bagi pemegang hakmnya.
Menurut Boedi Harsono, pencabutan hak
adalah pengambilan tanah kepunyaan suatu pihak
leh Megara secara paksa, yang mengakibatkan
fzk atas tznah itu menjadi hapus, tanpa yang
sersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran
=tay lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban
~ukum.*Pencabutan hak atas tanah untuk kepen-
singan umum,menurut Abdurrahman adalah
merupakan “cara yang terakhir” untuk mem-
seroleh tanah-tanah yang sangat diperlukan
zuna keperluan tertentu untuk kepentingan
-mum, setelah berbagail cara melalul jalan musya-
warah dengan yang punya tanah menemui jalan
“untu dan tidak membawa hasil scbagaimana
ang diharapkan sedangkan keperluan untuk
senggunaan tanah dimaksud sangat mendesak
sl 4
Hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum
wasignal (BPHN) Tahun z2;3* ditemukan tiga
“zmbatan esensial pengadaan tanah untuk
cepertingan umum yang dikaji dari aspek budaya

Soedi Harsono, 2008, Hikum Agraria [ndenesia
Crrrah Pembearuhaew UTh:idn_g:'Li'mfﬂﬂg Fokok -""J.,g'."i:riliu lsd

== Pelalisanaanmpa , Jakarta Diambaran, him. 340
+ & hd drerheman, tepl, Mazalah Pencalutan Hak Hal
= Tanah Dan Pembebasan Tanah D Indovesia, Bandung:

= Ciers Adieys Baketi, hlm. 57

Tl B, 2or3, Laporan Akhir Tien Peselition Huloum
e=—xng " Pelajezamaim FlE'l.'l.E-l’d.llTl Tanah Fagi Pembangunan
ek Repenringan Umum", BPHTY, hm, 83-8g, .l'l-':':l-"-"r-'"
goiad/daza/ docutments
o=zt mbak_yulpdf, diakees 22 September 2004, 14.00

s

L :j.lhn.

hukum dan sejarah pengadaan tarah, yaitu: 1)
Dominannya kebijakan pemerintah sebagai
pelaksana pembangunan daripada sebagai
pelindung warga masyarakat pemilik tanah. z)
Adanya antitesis sikap dan perilaku masyarakat
terhadap kebijakan pemerintah, dan 3) Melemah-
nya nilai kolektfvistik masyarakat.

Antitesis siliap dan perilalon masyarakat tampak
dalam penolakannya terhadap kebijakan
pemerintah dalam pengadaan tanah meskipun
lebijakan tersebut sunggub-sungguh dimabksud-
kan untuk mewujudkan kepentingan umum,
Masyarakat cenderung bersikap skeptis dan
penuh kecurigaan, bahwa kebijakan pelaksanaan
pembangunan pemerintah tidak selalu berorien-
tasi pada kepentingan bangsa atau kepentingan
masyarakatr banyak, artinya pengadaan tanah
dicurigai hanya untuk memenuhi kepentingan
kelompok tertentu.

Sikap skeptis dan kecurigaan masyarakat
tersebut adalah buah dari pengadaan tanah untuk
kepentingan umum selama Orde Baru. Selama
Orde Baru masyarakat pemilik tanah selalu di
hadapkan pada tindakan pemaksaan dari psme-
rintah. Pemilik tanah mengalami tekanan dalam
pelbagai bentuk yang menimbulkan kondisi
ketakutan.

Silcap skeptis dan curiga selain buah dan COrde
Baru juga adanvya dorongan era reformasi. Era
reformasi membawa perubahan dari politk
otoriter kearah demokrasi. Ketertekanan yang
dialami masyarakat selama Orde Baru meletup
dalam wujud penclakan terbadap kewajiban
menyerahkan tanah bagi kepentingan umum.
Penolakan penyerahan tanah cleh masyarakat
pemilik tanah diekspresikan dengan mengajukan
tuntutan harga tanah yang tidak masuk alal.

Sikap penoiakan penyerahan tanah demikian
menunjukan bahwa masyarakat pemilik tanah
tidak ingin mengorbankan kepentingan dirinya
di atas kepentingan umum. Kepentingan indi-
vidu tidak ingin dilorbankan hanya untuk sebuah
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kepentingan kolektif. Masyarakar bersedia
menyerahkan tanahnya untuk kepentingan
umum jika kompensasinya sesuai dengan
tuntutan. Pernyataan demikian juga merupakan
suatu bentuk antitesis dan kondisi sebelumnya,
bahwaindividu pemilik tanah selalu dituntut dan
dipaksa berkorban untuk kepentingan negara,
Era reformasi memberi peluang dan ruang bagi
masyarakat pemilik tanah di dalam pengem-
bangan nilai-nilaj antitesis tersebut, sehingga
menyebabkan tidak mulusnya pengadaan tanah
bagi kepentingan umum saat ini. Berkembangnya
sikap individualistis tersebut juga berkorelasi
dengan kebijakan pemerintah yang selama ini
lebih bersifat liberal dibidang pertanahan, yaitu
memberikan kesempatankepada pemilik madal
untuk menguasai dan memiliki tanah seluas-
luasnya, dimana mayarakat yang berekonomi
lermah tidak diberikan akses terhadap tanah,
Pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan masya-
rakat seperti di atas dapat dipandang oleh seba-
glan orang sebagai penyimpangan dari karakter
bangsa Indonesia. Mereka merindukan keseim-
bangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena
itu periu difermulasikan bentuk pengadaan tanah
vang tidak merampas hak atas tanah, sumhber
kehidupan, dan keberlangsungan hidup rakyat.
Setiap sistem hukum akan menghadapi
persoalan kontradiksi, kekosongan hukum dan
norma kabur. Peraturan hukum yang saling
bertentangan (kontradiksi) perlu upaya konsis-
tensi (sikronisasi dan harmonisasi), kekesongan
hukum perlu pembentukan, dan norma kabur
perlu adanya penemuan/interpretasi hukum.
Terkait dengan adanya sistem pengadaan tanah
yang selama ini dirasalcan oleh masyarakat pemilik
tanah tidak ubahnya dengan penggusuran dan
perampasan hak atas tanah, akan lebih baik jika
pengadaan tanah untuk kepentingan pem-
bangunan mengikutsertakan pemilik tanah
sebagai bagian dari subjek pembangunan itu
sendiri. Halini berarti masih terdapat kelcogongan

bentuk ganti rugi berupa kepemilikan sah
Namun selama ini tidak tersosialisasi dengan
kepemilikan saham tersebut. Hal inilah menja
penting untuk mencarn konsep pengadaan tar
tanpa merampas hak atas tanah masyarakat.
Selama ini peran serta masyarakat dalam
pembangunan sering menjadi topik diskisi var
tidak berleesudahan. Masyarakat vang selarusme
menjadi subjek pembangunan seringkali terjebak
dalam pusaran aturan, sehingga memposisikas
masyarakat hanya sekedar pelengkap dalam pem-
bangunan, kalau tidak mau disebut sebagai ohiek
pembangunan. Pengertian ataupun konseps
pengadaan tanah telah dengan tegas diatur dalas
UU Pengadaan Tanah. UU Pengadaan tanz&
memberikan konsepsi pengadaan tanah sebaga
kegiatan menyedizkan tanahdengan cara mem
beri ganti kerugian yang layak danadil kepads
pihak yang berhak.
Konsepsi demikian memposisikan masyarakas
pemilik tanah sebagai objek yang harus dising
kirkan dari lokasi pembangunan untuk berla:
sungnya sebuah projele pembangunan, meskipes
dengan embel-embel diberikan ganti kerugiss
yang layak. Kondisi demilian jika terus berlans
sung dan diteruskan, masyarakat pemilik taosh
akan terus teracam terpinggirkan dan tercabus
dari komunitas sosialnya, apabila di wilayabess

ada pembangunan infrastrukiur. Padahal &
mungkinkan pembangunan infrastrukiur rerse
but tanpa menggusuratan merampas hak-hak sss
tanah masyarakat, vaitu dengan melibaties
masyarakat pemilik tanah sebagai subjek pess
bangunan, Konsep yang dimajukan adalah pes |
bangunan infrastruktur bersaranakan Banses
Guna Serah (BGS) atau Build Operate and Tress
Jfer (BOT). Artinya pembangunan infrastmukes
dengan melibatkan masyarakat untulk majo See
berkembang secara bersama-sama, meshioes
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konsep BGS yang sebenarnya ditujukan untuk
memanfaatkan barang milik negara yang berupa
zanah oleh pihak lain, karena leterbatsan dana
dan teknologl dari negara. Namun tddak menutup
xemungkinan konsep BGS demikian dapat
dizerapkan terhadap ranah-tanah masyarakat
untuk dikerjasamakan dengan pihak lam, yang
dikontrol oleh permerintah dalam rangka penga-
daan tanah untuk pembangunan infrastruktar

Berdasarkan uraian di atas permasalahannya
sdalah bagaimanakah konsep pengadaan tanah
snruk kepentingan pembangunan infrastruktur
dengan melibatkan pemilik tanah sebagai subjek
pembangunan?

4. Konsepsi Pembangunan Infrastruktur

Sebelum membahas lebih lanjut konsep
pengadaan tanah untuk kepentingan pem-
sangunan infrastrukeur dengan melibathkan
pemilik tanah, akan dibahas terlebih dahulu
konsepsi pembangunan infrastrultur. Pengertian
infrastraktur tidak dapat dilepaskan dari penger-
ran kepentingan umum. Pasal 10 huruf {¢) UU
Pengadaan tanah menyatakan bahwa pem-
sangunan infrastruktur minyak, gas dan panas
sumi merupakan salah bentuk pembangunan
ntuk kepentingan umum. Jika mengikut
pengertian infrastruktur berdasarkan peraturan
“=rundang-undangan yang ada, berarti sangatiah
smpel Sementara dalam Kamus Besar Bahasa
Irdonesia, kata “infrastruktur” diartikan sebagai
orasarana. "Prasarana” diartikan sebagai segala
==suatu yang memipakan penunjang utama terse-
cnguara-nya suaru proses (usaha, pembangunan,
orovek, dsb), misalnya jalan dan anglutan meru-
sakan prasarana penting bagi pembangunan
zuatu daerah.

Pada konteks pengadaan tanah untuk pem-
szngunan infrastruktur lebih dikensepsikan
s=bagai pembangunan untuk kepentingan

—um bhaik yang diselenggarakan pemerintah
—aupun swasta, atau pemerintah bersama swasta
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dalam menyediakan sarana prasarana untuk
menunjang kepentingan umum yang bersifat
knmersial, misalnya pembangunan pembangkit
tenaga listrik, jalan tol, dan bandar udara, ter-
masuk infrastruktur minyak, gas dan panas bumi.

B. Konsep Bangun Guna Serah (BGS)

Konsep Bangun Guna Serah (BGS) yang
sebelumnya dikenal dengan istilah Build Oper-
ate and Transfer (BOT) mulai dikenal luas sekitar
tahun 1085 di Turki. BOT sebagai konsep swas-
tanisasi Perdana Menterd Turgut Ozal, sehingga
konsep ini dikenal dengan sebutan "Turgut’s For-
mula”, Pada tanggal n Mei 587 telah ditanda-
tangani kerjasama antara Kumugai Kigumi dari
Jepang dengan Yuksel Insaat dar Turki untuk
pembangunan dan pengelaloaan bendungan di
sungal Syehan, dengan nilai proyek sebesar 2315
juta dollar AS. Jangka waktu pembangunannya
memakan waktu lima tahun dan jangka waktu
pengelolaanmya diperjanjikan 26 tahun, kemudian
diserahkan pada pemerintah Torki {Turkish
Electronical Authority). Perjanjian kerjasama ind
merupakan awal mula konsep BOT dalam proyvek
infrastrukeur di Turkd vang kemudian ditkue dan
diadopsi banyak negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia.’

Perjanjian Bangun Guna Serah {BGS) meru-
pakan istilah yang relatif baru dalam kegiatan
ekonomi [ndonesia. Dilihat dari sejarahnya,
konsep BGS sudah cukup tua usianya yaitu 300
tahun sebelum masehi yang dilakukan di Kota
Eretria Yunani {Athena}.’ Di Indonesia istilah
Build Operate and Transfer/bangun guna serah
{BG5) dikemukakan pertama kali oleh Mentistek
B.]. Habibie dalam suatu acara dengar pendapat

* & nita Kamilah, 2003, Bengan Guna Sevah (build aper-
ate and transfer/ BOT) Mambaagun Tanpe Harus Momilki
Tawmah (Perspektif Hubum Agraria, Hukum Perjanjidn dan
Hudewn Publik), Bandusg: Keni Medin, hlm. 13-4,

“bduniir Fuady, tpBz,Sejarah Hekurm, Beger: G helia
Indonesia, Klea. 173
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(hearing} di Dewan Perwakilan Ralcyat pacla awal
1987 Menristek menawarlkan sistem BGS, sebagai
alternatif untuk mengatasi kesulitan dana pem-
bangunan dan atau teknologl. Melalui sistam BGS
provek-proyek pembangunan prasarana umum
sepert] jalan, telekomunikasi, lisirlk dan lain
sebagainya dapat tetap direalisasi walaupun dana
pembangunan terbatas. Pada awalnya BGS dita-
warkan sebagai alcernatif untuk membiayai pro-
vek-provek pemerdntah. BGS dipandang sebagai
alternatiflembaga pembiayaan disamping sebagai
cara untuk alih teknologi.

Delapan tahun setelah tawaran B.]. Habibie
seperti dikemulkakan di atas, Istilah Bangun Guna
Serah diketemukan dalam Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. g70/KMEK.o0f
1G04 Tentang tata cara penghapusan dan peman-
faatan barang Milik/kekayaan Negara, yang
mengatur bahwa perjanjian Bangun Guna Sermh
adalah pemanfaatan barang/milik kekayaan
negara berupa tanah aleh pihak lain, dengan cara
pihak lain tersebut membangun bangunan atau
sarana lain berikut fasilitasnya di atas tanah
tersebul, serta mendayagunakannya dalam jangka
waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan
kembali tanah, bangunan, dan atau sarana lain
berilaut fasilicasnya tersebut beserta pendayagu-
naannya kepada departemenflembaga yang
besangkutan setelah berakhirnya jangka waktu
vang disepalati,

BGS selain diketemukan dalam Kepmenken
No. 470/ KM 01/19G4, juga diketermukan dalam
Kepmenkeu Mo 248/KMEK 041005 tentang Per-
lakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak
Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Per-
janjian Bangun Guna Serah. Pasal 1 Kepmenleu
terkahir mengatur bahwa Bangun Guna Serah

"%l Umninne Adillah, TO0, Kmmstrikst Hulmm I"m]\:mﬁ.m.
Build l;,:'ptl'.-:l:e aned Trn:n.:_frr ffl E:I"I'_] EEhug.uz' ,ﬂ,!tﬂmnti_f
Penbiayaan Proyek, Jurnal Hukum, Val. K1V, Mo I, Apeil,
hlm. g3; lihac juga Forum Keadilan, Edist o3 Tahun ggz, him,
RES

adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilek
kan antara pemegang hak atas tanah dengan @
vestor, yang menyatakan bahwa pemegang
atas tanah memberikan hak kepads Investor
tuk mendirikan bangunan selama masa perjans
bangun guna serah (BGS), dan mengalihk
kepemilikan bangunan tersebut kepada pes
gang hak atas tanah selama masa bangun g
serah berakhir

Jika diperhatikan pengertian BGS tersebi
atas, mengandung tlga unsur penting, yais
permbangunan; 2) pengoperasian; dan 3) pess
rahan. Secara konsep sudah tepat, bahwa 38
tidak akan merugikan pemilik tanah, namun &
tidak ada kontrol bisa jupa merugikan pems
tanahnya. Misalnya apakah ada jamis
bangunan yang telsh dibangun dan dioperas
nalkan dalam jangka waltu tertentu, setes
diserahkan kepada pemilik tanah mash ds
didayagunakan secara efisien, apalagi jika jang
waktunya mencapai so tahun, Jangan sa
setelah diserahkan kepada pemilik tanah, fus
biaya perawatannya lebih besar dari produd
tasnya. Kalau hal ini yang terjadi, maks jelass
an awal pemanfaatan tanah bersaranakzs S8
tdak akan tercapai. Artinya BGS bisa membesi .
nilai tambah kepada pemegang hak atas

Pasal 1angka 1z PP No. 6 Tahun 2006 mengs
bahwa bangun serah guna adalah pemants
barang milik negara/daerah bemipa tanzh
pihak lain dengan cara mendirikan bangs
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan sees
selesai pembangunannya diserahkan wes
didayagunakan oleh pihak lain tersebur &=
janghkawakto tertenty yang disepakati.
dalam ketentuan Pasalianghkaiz PP No 15 T=
2008 dan Pasal 1 angka 14 PP No. 27 Taham
diatur bahwa, bangun guna serah adalah e
faatan barang milik negara/daerah berups u
oleh pihak lain dengan cara mendirii==
ngunan dan,/atau sarana berilut fasilizemsa
mudian didayagunakan oleh pihak lain pes

Wi
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dalam janghka waktu tertentu yang telah disepa-
cati. untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah
herseria bangunan dan/atau sarana berilout fasili-
-asmya setelah berakhimya jangha waktu

Jika diperhatikan dua pengertian pada pera-
curan pemerintah tersebut iernyata tampak ada-
~ya perkembangan untuk menyempurnakan
Jengertian atau kensepsi bangun guna serah.
fada rumusan pertama setelah selesal dibangun
masihharus ada perbuatan hukum yang berupa
menverahan untuk pendayagunaan bangunan.
“al ini bisa menimbulkan kekhawatiran bagi
ohak mitra kerjasama yang membangun.Satelah
szlesai dibangun bisa saja pemerintah tidak
~enyerahkan pendayagunaan bangunan dan
“zs1iitas yang telah selesai dibangun kepada pihale
+:ng membangun.Rumusan ini lebih buruk
“ bending ramusan menurut Pasal 1 Kepmenkeu
No. 248/ KMK.04/19g5 tersebut di atas.Oleh
‘zrenanya rumusan bangun guna setah disem-
-wmakan dalam PP No. 38 Tahun zo08maupun
“alam FP No. 27 Tahun 2014, sehingga pihak yang
+izh selesai membangun tesjamin untuk segera
—=ndayagunakanmya sampai berakhirnya jangha
=i vang telah disepakati.

Rumusan yang terakhir itupun ternyata
—e=zandung kelemahan juga. Jika jangka waktu
~e- aniian bangun guna serah sudah berakhir

“3k nromatis tanah kembali kepada pemiliknya
“esestz hangunan dan fasilitas lainnya, tetapl

~2 ini juga akan merugikan pihak pemeriniah,
=z s2ia pihal mitra kenjasama ingkar janji tidak
s=rz menyerahkan tanah dan bangunan serta

=

o sa lzinnya kepada pemerintah, meskipun
emgi= waktunya telah berakhir. Clleh larena i,
e ditegaskan di dalam isi perjanjian bangun
sows serzh mengenai berakhirnya BGS,
secenarnva, di dalam ketentuan Pasal 26, 27,
& Z3m Pasal 30 PP No. 38 Tshun 2008 telah
se=ga= tegas dicantumbkan syarat-syarat yang
‘e = —enuhi dalam pemanfaatan barang milik
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negara/daerah melalui bangun guna serah.

Berikut dapat disimalk isi pasal-pasal tersebut:

a, tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah untuk memenuhi biaya opera-
sional/ pemeliharaan/ perbaikan yang diper-
lukan terhadap barang milik negara/daerah
dimaksud;

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan
melalui tender dengan mengikut-sertakan
sekurang-kurangnya lima peserta/peminat,
kecuali untuk barang milik negara/daerah
yang bersifat khusus dapat dilakukan penun-
jukan langsung;

¢. mitrakerjasamapemanfaatan harus membayar
kontribusi tetap ke rekening kas umum nega-
rajdaerah setiap tahun selama jangla waktu
pengoperasian yang telah ditetaplan dan pem-
bagian keuntungan hasil kerjasama peman-
faatan;

d. hesaran pembayaran kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan hasil kerjasama pe-
manfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan
tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwe-
nang;

. hesaran pembayaran kontribusi tetap dan
prmbagian keuntungan hasil kerjasaria
pernanfaatan harus mendapat persetujuan
pengelola barang:

{, selama jangka waktu pengoperasian, mitra
kerjasama pemanfaatan dilarang menjamio-
kan atau menggadaikan barang milik negara/
daerah yang menjadi objek kerjasama peman-
faatan;

g. jangka waltu kerjasama pemanfaatan paling
lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.

h. Sernua biaya vang berkenaan dengan persiapan
dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak
dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Daerah.

i lzin mendirikan bangunan hasil bangun guna
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serah dan hangun serah guna harus diatasna-
malan Pernerintah Republik [ndonesia/Peme-
rintah Daerah:
Mitra kerjasama bangun guna serah barang
milik negara harus menyerahkan objek
bangun guna serah kepada pengelolan barang
pada akhir jangka waktu pengoperasian,
setelah dilakukan audit oleh aparat penga-
wasan fungsional pemerintah;
Mitra kerjasama bangun guna serah barang
milik negara/daerah harus menyerahkan
objek bangun guna serah kepada gubernur/
bupati/walikota pada akhir jangka waktu
pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh
aparat pengawasan fungsional pemerintah;

. Jangka waktu huruf g tidak berlaku dalam hal

kerjasama pemanfaatan atas barang milik

negara/daerah dilakukan untuk penyediaan

infrastruktur tersebut di bawsh i

1] infrastruktur transportasi meliputi pela-
buhan laut, sungai atau danau, bandar uda-
ra, jaringan rel dan stasiun kereta api;

2) infrastrukiur jalan meliputi jalan tol dan
jembatan tol;

3) infrastruktir sumber daya air meliputi salu-
ran pembawa air baku dan waduk/ben-
dungar;

4} infrastrukturair minum meliputi bangunan
pengambilan air baku, janngan transmisi,
jaringandistribusi, dan instalasi pengolahan
air minum;

51 infrastruktur air limbah meliputi instalasi
pengelah air imbah, jaringan pengumpul
dan jaringan utama, dan sarana persam-
pahan vang meliputi penganglkut dan tem-
pat pembuangan;

6) infrastruktur telekomunikasi meliputi ja-
nngan telekomunileasi;

70 infrastruktur ketenagalistrikan meliputi
pembangkit, transmisi, atau distribusi te-
naga listrik; atau

8) infrastrukiur minyakdan gas bumi melipud

pengolahan, penyimpanan, pengangkuzan,
transmisi, dan distribusi minyak dan gas
Bumi.

j. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang
milik negara/daerah untuk penyedisan infra-
strukiur sebagaimana dimaksud pada huruf |
paling lama so (lima puluh) tahun sefak per-
janjian ditandatangani.

Ternyata pada ketentuan Pasal 35 ayat (8) &
{9} PP No. 27 Tahun 2014 telah dengan tegas lagi
diatur tentang keharusan penyerahan tanah dan
bangunan serta Fasilitas lainnya yang telah hahis
jangka waktu kepada pengelola barang atau
GubernurWalikota/Bupati, Berikut dapat disi-
mak isi ketentuan 34 dan 36 PP No. a7 Tahun
2014 yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi
dalam pemanfaatan barang milik negara/daerah
berupa tanah dengan cara bangun guna serah:
a, Pengguna Barang memerlukan bangunan dan

fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan

negara/dasrah untuk kepentingan pelayanan
umum dalam rangka penvelenggaraan tugas
dan fungsi;

b. Tidak tersedia atav tidak cukup tersedia dana
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-
gara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan
tasilitas tersebut;

. Jangka wakty Bangun Guna Serah paling lama
30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditan-
datangani;

d. Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilak-
sanakan melalu tender;

e. Mitra Bangun Guna Serah yang telah dite-
tapkan, selama jangka waktu pengoperasian
wajib: 1} membayar kontribusi ke rekening Kas
Umum Megara/Daerah setiap tahun, yang
besarannya ditetapkan berdasarkan hasil
perhitungan tim yang dibentul oleh pejabat
yang berwenang; 1) memelihara objek Bangun
(Guna Serah; dan 3) dilarang menjaminkan.
menggadaikan, atau memindahtangankan: a
tanah yang menjadi ohjek Bangun Guna Serzk.
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b) hasil Bangun Guna Serah yang digunakan
langsung untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pemerintah Pusat/Daerah; dan/atau c)
hasil Banpun Serah Guna;

Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil
Bangun Guna Serah harus digunakan lang-
sung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemnerintah Pusat/Daerah paling sedikit 10%
(sepuluh persen);

;. Bangun Guna Serah dilaksanakan berda-
sarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya
memuat: 1} pihak yang terikat dalam perjan-
iian; 2) objek Bangun Guna Serah: 2) jangka
waktu Bangun Gupa Serah; dan 3} hak dan
kewajiban para pihak yang terikat dalam
perjanjian;

» lzin mendirikan bangunan dalam rangka
Bangun Guna Serah harus diatasnamakan: 1]
Pemerintah Republik Indonesia, untuk Barang
‘ilik Negara; atau z) Pemerintah Daerah,
untuk Barang Milik Daerah;

Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah
vang terjadi setelah ditetapkannya mitra
Bangun Guna Serah dan biaya pelaksanaan
Bangun Guna Serah menjadi beban mitra
vang bersanghkutan;
\litra Bangun Guna Serah Barang Milik
“egara harus menyerahkan objek Bangun
Juna Serah kepada Pengelola Bareng pada
skhir jangka waktu pengoperasian, setelah
dilakukan audit oleh aparat pengawasan in-
=1 Pemnerintah; Mitra Bangun Guna Serah
Zzrang Milik Daerah harus menyerahkan
ek Bangun Guna Serah kepada Gubermur/
Supati/Walikota pada akhir jangka waktu
sengoperasian, setelah dilalukan andit oleh
sparal pengawasan intern Pemerintah.
Tentunva ketentuan Pasal 34 dan 36 PP No.
= Tehun 2014 vang berisi syarat-syarat yang harus

S=emuhi dalam pemanfaatan barang milik

=ga=3 daerah berupa tanah dengan cara hangun

s serah juga dapat diberlakukan dan dipergu-
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makan kalau yang terlibat bangun guna serah ini
adalah antarperorangan atau swasta.

Selain tiga PP tersebut di atas yaitu PP No, ©
Tahun 2006, PP No. 38 Tahun zoof dan PP No.
27 Tahun 2014 sehagai dasar hukum kerjasama
antara pemerintah dengan pihak ketiga terlait
dengan pemanfaatan tanah, masih terdapat satu
lagi dasar hukum kerjasama tersebut, yaitu
Peraturan Ka.BPN No. 2 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas
Tanah Dan Kegiatan Perdattaran Tanah. Pasal 6-
nya mengatur bahwa Kepala Kantor Pertanahan
memberi keputusan mengenai pemberian izin
kerjasama pemegang Hak Pengelolaan dengan
pihak ketiga, jika dipersyaratkan dalam Surat
Keputusan Pemberian Hak Pengelalaan.

Instansi Pemerintah yang menjadi pemegang
hak pengelolaan, apabila di dalam sertifikat hak
pengelolaannya ada catatan bahwa untuk
melakukan kerjasama dalam pemanfaatan tanah-
tiva diperhulean izin, maka jika instansi pemerintah
hermaksud melakukan kerjasama dengan pihak
ketiga dalam pemanfaatan tanahnya harus men-
dapatlan izin terlebih dahulu dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota. Apabila dalam
sertifikat hak pengelolaannya tidak ada camatan
tentang perlunya izin untuk melakukan kerja-
sama, maka pemegang hak pengelolaan dapat
melaluakan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa
izin Kepala Kantor Pertanahan. Berdasarkan
ketentuan tersebut dapat diartkan bahwa bagi
pemezang Hak Milik atan HCB yang di dalam
sertifikatnya tidak terdapat catatan tentarg
perlunya izin pejabat untuk mengalihkan atau
melakukan kerjasama, diperkenankan menga-
dakan kerja sama denzan pihak lain dalam hal
pemanfaatan atay penggunaan tanahnya, misal-
nva dengan BUS.

Apabila BGS ini diatur dengan baik akan saling
menguntungkan, selain pemegang hak milik
mendapatkan keuntungan ekonomis dan tanah-
nya mengingat kekurangan dana, managemen
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dan atau teknologl untuk memanfaatkan tanah
hak miliknya, BGS juga memberilan kesempatan
kepada orang lain untuk memanfaatkan tanah
hak milik yang bukan miliknya secara optimal dan
legal

Konsep BGS yang demikian, yaitu memberi-
kan hak pemanfaatan atas tanah hak milik/tanah
regara/daerah untuk mendirikan bangunan dan
mengoperasional-kannya dalam jangka wakiu
tertentu dan menyerahkan bangunan beserta
sarana prasarana dan tanahnoya tersebut tanpa
syarat kepada pemegang tanah hak milik, dengan
kemungkinan perpanjangan operasional secara
savwa, bisa jadi BGS menjadi alternatif dan sekian
macam hak atas tanah yang telah ditentukan di
dalam UUPA. UUPA sendir masih membuka
kemungkinan adanya macam hak atas tanah yang
lain. Pasal 16 ayat {1} huruf h, mengatur bahwa
hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak
atas tanah {(hak Milik, HGL, GHB, Hak Pakai,
Hak sewa, Hak membuka hutan, dan hal me-
mungut hasil hutan) tersebut akan ditetapkan
dengan undang-undang

BGS sebagai sarana untuk memanfaatkan
tanah yang dilalkukan antara pemegang hak milik
atas tanah dengan pihak lain belum dikenal dalam
LILIPA, Jika mencermati ketentuan Pasal 24 UUPA
dan penjelasannya dapat diketahui dan dipahami
bahwa BGS tidak dilarang dan ada peluang
eksistensinya, asallean diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Pasal 24 UUPA mengatur:
Penguasaan tanah hak milik oleh bukan pemi-
liknya dibatasi dan diatur dengan peraturan
perundangan. Ketentuan dalam penjelasannya
adzlah: Sehagai pengecualian dari asas yang
dirnuat dalam Pasal 10, UUPA, bentubk-bentuk
hubungan antara pernilik dan penpgarap/pemakai
it ialah misalnya: sewa, bagi hasil, pakai atau hak
guna bangunan, Memang dalam penjelasan Pasal
24 UUPA tidak dengan tegas memuat bangun
guna serah, mengingat pada saat lahimya UUPA,
barigun guna serah belum dikenal secara luas.

Tetapi ketentuan Pasal 24 UUPA adalah sebags
pintu masuk lairnya hak bengun guna serzh selas :
kecentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA, 'i

Konsep pengaturan bangun guna serah untul
tanah hak milik dalam Keputusan Mente
Keuangan No, 248/KMK.04/1095 tentang Perla
kuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pih
Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentu
Perjanjian Bangun Guna Serah, sebenarnya lebi
ditujukan untuk pengenaan pajaknya, diban
dingkan pengaturan bangun guna serahnya ito
sendiri. Bangun guna serah merupakan salah sat
bentuk pemanfaatan hak atas tanah, vang har
diatur termasuk pembatasan-pembatasanny
untuk memberikan kepastian dan keadilan bag
para pihak serta tercipta suatu ketertiban menuju
masyarakat yang sejahtera, maka tidak cukup
dengan aturan yang telah ada termasuk ketentuan
kebebasan berkontral,

Pembatasan bangun guna serah penting arti-
nya terutama untuk melindungi pemilik tanak
tanpa mengabaikan investor.Jangan sampa:

bangun guna serah merugikan pthak pemilik
tanah atau jusiru lembaga bangun guna serah
dijadikan modus oleh orang-orang tertentuin-
vegtor untuk dapat menguaszai dan mengeksploi-
tasi tariah hak milik. Oleh karena itu, perlu diper-
hatikan: sifat penggunaan tanah, bentuk akta;
jangka wakiu harus dikaitkan dengan masa guna
bangunan atau nilai ekonomis bangunan, hak-
lkewajiban selama perjanjian, dan cara berakhir
rya,

Penpaturan bangun guna serah adalah masuk
dalam kategori pembatasan terhadap peman-
faatan/penggunaan hak milik tanah, seperti
halnya pengaturan gadai, dan bag hasil tanah
pertanian, yang kedua-duanya diacur dalam
bentuk undang-undang, Oleh karena itu, sudah
sewajarnva jika pengaturan bangun guna serab
juga diwijudkan dalam bentuk undang-undang
tidak sekedar aturan di bawah evndang-undang
meskipun diperbolehkan cleh Pasal a4 UUPA
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Pengaturan bangun guna serah dalam bentuk
-~dang-undang sejalan dengan Pasal 28] ayat (2]
ULUDINR] 1945
4pabila bangun guna serah akan dilem-
-=gakan sebagai salah satu macam hak atas tanah,
UPA relah menyediakan ruang untuk itu,
<ususnya dalam Pasal 16 ayat (1} huruf h. Pasal
rsehut mengatur bahwahalk-hak lain yang tidak
=rmasuk HM, HGU, HGB, HP, Hak Sewa, Hak
~ ~mbuka tanah, dan hak memungut hasil hutan
svzn ditetapkan dengan undang-undang, Hak
“angun Guna Setah sebagai hak mendirikan
s-gunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di
=25 tanah yang bukan milikaya sendiri kemudian
—endayagunakan bangunan dan/fatau sarana
“=rikut fasilitasnya tersebut dalam jangka wakiu
=—entu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
2h beserta bangunan dan/atau sarana berikut
= itastrya diserahkan kepada pemegang hak atas
-ah setelah berakhirnya janghka wakou. Berda-
2rican ketentuan Pasal 16 ayat (1) huraf h UUPA
Pasal 28] ayat (2} UUDNRI 1045, pengaturan
=zun guna serah sebagai suatu hak atas tanah
wsaiknya dalam bentuk undang-undang
Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan
2.5 untuk pemanfaatan @nah negara/pemerin-
=+ cukupkah dengan bentuk Peraturan Peme-
-ah. Jika mengacu ketentuan Pasal 10 dan 24
P4, pengaturan dalam bentuk Peraturan
e—erintah sudah cubup. Apabila mencermati
“s=! 12 UL Pengadaan Tanah, pemanfaatan tanah
~c=ra/pemerintah/daerah dalam rangka pem-
~2-gunan wntuk kepentingan umum dapat
- wzrjasamakan dengan BUMN, BUMD, atau
i:izn Usaha Swasta. Pada intinya Pasal 12 UU
“smzadaan Tanah mengatur bahwa pem-
~sunan untuk kepentingan umum selain untuk
FEmmGAngunan ptrL.;.hanan dan keamanan na-
~=| wajib diselenggarakan Pemerintah dan
~ar hekerja sama dengan BUMN, BUML, atau
“ocan Usaha SwastaAntinya substansi Pasaliz LU
~:2daan Tanah sama dengan substansi Pasal
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s dan 2q UUPA, bahwa pemanfaatan tanah dapat
diketjasamakan dengan pihak lain bersarapakan
perjanjian BOS, pengaturannya bisa dalam bentuk
peraturan pemerintah.

Secara konseptual, BGS sebagai cara untuk
dapat memberikan pelayanan publik dengan
keterbatasan dana dan teknologi, serta dalam
meningkatkan laju perrumbuhan ekonomi.
Pemerintah memanfaatkan tanah (barang milik
negara) merupakan sebuah upaya yang baik. Per-
orangan dapat juga menggunakan BGS sebagai
alternatif dalam pemanfaatan dan memberda-
yakan tanab mililnya mengingat keterbatasan
dana, teknologi dan managemen untuk pening-
katan perekonomian yang bersangkutan. Pada
sigi lain BGS memberikan kesempatan kepada
pihak lain untuk mendapatkan manfaat atas
tanah yang bukan miliknya secara optimal dan
legal. Pada sisi inilah BGS dapat dijadikan sarana
pengadaan tanah dalam rangka pembangunan
infrastruktur, baik yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun swasta, atau kerjassama
antara pemerintah dan swasta. Supaya BGS tidak
mengaral pada eksploitasi terhadap kepemilikan
tanah hak milik wargs masyarakat, harus diatur
agar dapat memberikan rasa keadilan, keman-
faatan dan kepastian hukum terhadap kedua
belah pihak, baik pihak yang memiliki tanah
maupun pihak yang memerlukan tanah.

Konsep ideal bangun guna serah (BGS)
sebagai hal sebenamya terletak pada jangka
waktu bangun guna serah dan kemanfaatan bagi
pemegang hak atas sanah. Pengaturan jangka
wakiu BG5S berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kerjasama
pengelolaan barang milik negara/daerah yang
sacara umum dilakukan dalam janghka waktu pal-
ing lama 30 (tiga puluh) tzhun dan dapat diper-
panjang, serte paling lama 5o (lima puluh) tahun
untuk bangunan infrastruktur strategis, dan 6o
{enam puluh) tabun untuk pemanfaatan rumah
susun, adalah tidak tepat jiks mengacu pada se-
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mangat konstitusi dan UUPA, Memang seha-
rusrya jangka waktu BGS tidak melebihi jangka
waktu hak atas tanah yang disediakan UUPA,
selain HM, vaitu HGU, HGB dan HP meskipun
dapat diperpanjang jangka wakiu pengelolaannya,
Mamun demikian penentuan jangka waktu dapat
diperhitungkan juga dari sisi kemanfaatan yang
diterima aleh pemilik tanah selama perjanjian
BGS, meskipun sedikit melampaui kepatutan yang
diaturdalam UUPA. Sementara itu, pembangutian
dan pengelaloaan bendungan sungai Syehan di
Negara Turki sebagai cikal bakal BGS, cukup
harya dengan 26 tahun masa pengelolaan, dan
lima tahun masa pembangunannya.

Jangka waktu BGS yang tidak bertentangan
dengan UUPA bermakna bahwa pemanfaatan
tanah di Indonesia harus digunalan sebesar-
basamya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Alasan yang ingin diketengahkan, penetapan
waktu operasionalisasi BGS yang tidak berten-
tangan dengan UUPA tersebut agar selain per-
turmbuhan ekonomi meningkat melalui pem-
bangunan infrastrukeur, kualitas bangunan dan
efisiensi hiaya pengelolaan pasca BGS masih
cukup baik dan culup efisien, sehingga peman-
faatan infrastruktur dapat dilanjutlan oleh peme-
gang hak atas tanah sebagaimana kansep awal
BGS, ataupun minimal pemilik tanah tdalc diri-
pikan dengan jangka waktu operasional yang ada.

Kalaupun konsep BGS bahwa setelah jangka
waktu pengoperasionalan habis kemudian segera
diserahkan kepada pemilik tanah akan berten-
tangan dengan konsep pembangunan infrastrule-
rur untuk kepentingan umum yang memerlukan
waltu relatif lJama bahkan mungkin selama-
|amanya, bisa saja perjanjian BG5S untuk pem-
hangunan infrastruktur terus diperpanjang wak-
unya setiap kali berakhir jangha walkrumya. Ke-
mungkinannya kecil juga pemilik-pemilik tanah
tersebut akan mengoperasionalkannya sendiri
infrastruktur yang telah dibangun. Pada dasarmya
yang urgen dari konsep pemanfaatan tanah oleh

pemililknya bersaranakan BGS adalah pe
tanah secara berkelanjutan mendapat man
dari tanah milikoya yang wajar sepertihalnya 2
tanah tersebut diusahakan sendin sesuai deng
sitnasi kondisi di wilayah terssbut. termasuk pes
diperhitungkan juga perubahan nilai tana
Dengan demikian konsep BGS tidak merugi
salah satu pihak, dan dapat maju, berkembas
dan sejahtera secara bersama-sama. Apabl
masyarakat di sekitar projek pembangunan dags
meningkat kualitas penghidupannya dengs
kehadiran projel tersebut, tentunya masyaraks
pemilik tanah yang dijadikan tempat pem
bangunan projek juga harus dapat mening
kualitas penghidupannya. Di sinilah pentingnys
ada kontrol dari pemerintah, jika pembangunas
infrastruktur tersebut dikerjasamakan dengas
pihak swasta.

Konsep pengaturan bangun guna serah di aras
hale milik sebagai suatu hak atas tanah yang bans
sebaikmya diatur dalam bentuk undang-undang
Apalagi jika BGS itu dikaitkan dengan pembs
tasan terhadap hak asasi manuasia sebagai pem
gang hak milik atas tanah. Pembatasan terhada
hak asasi manusia. harus diatur dengan undang-
undang, Materi muatan hak bangun guna seral
dapat dimasukan dalam RUU Pertanahan/RUL
Hale-Hak Atas tanah ataupun UL Hak Milik seba
gaimana amanat Pasal 5o ayat (1) UUPA. Maters
yang harus diatur paling tidak mencakup, jenis
hak atas tanah dan sifat penggunaannya, bentukl
aktz, hak dan kewajiban, janghka wakiu, dan cars
beralchirmya.

C. Prasyarat Bangun Guna Serah

Agar konsep BGS tersebut dapat terwujud
dengan baik, maka masih diperlukan prasyarai-
prasyarat yang lain, misalnya adanya kemauan
palitik {politic will} dari pemerintah, termasuk
instarsi/biroloasi dan pihak-pihak lain yang 'iku:!
gerta atau terkait dengan pertanahan harussecas
rerstrukeur dan sistematis melakukan sosialisas
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